PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG

Menimbang

Mengingat

PENYERTAAN MODAL PADA BANK NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN,

bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, daerah dapat
menyertakan modal apabila jumlah yang akan disertakan dalam
tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan
daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, serta untuk meningkatkan perekonomian
masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan, perlu
menyertakan modal kepada Bank Nagari;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal pada Bank Nagari;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
25);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679 );

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repbulik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578;

13. Peraturan...



13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua
atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Menetapkan

DAN

BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 3
TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BANK NAGARI

BAB III
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Nomor 3 Tahun 2013, diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 3 angka (3) huruf k diubah dan ditambahkan 4

(empat) huruf sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Tahun 2013 sebesar Rp. 6.741.783.081,00 (enam milyar tujuh
ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga
ribu delapan puluh satu rupiah).

b. Tahun 2014 sebesar Rp. 7.614.000.000,00 (tujuh milyar enam
ratus empat belas juta rupiah)

c. Tahun 2015 sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima
ratus juta rupiah)

d. Tahun 2016 sebesar Rp. 10.000.216.919,00 (Sepuluh milyar
Dua Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas
Rupiah).

e. Tahun 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar

rupiah...



rupiah).

f. Tahun 2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar
rupiah).

g. Tahun 2019 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar
rupiah).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang
Pariaman.

Ditetapkan di  Parit Malintang
pada tanggal 2016

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

Diundangkan di  Parit Malintang
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

JONPRIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT : (1/2016)
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BUPATI PADANG PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR   1    TAHUN 2016



TENTANG 



PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

 KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG 

PENYERTAAN MODAL PADA BANK NAGARI



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,



		Menimbang

		:

		a.

		bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, daerah dapat menyertakan modal apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;



		

		

		b.



















c.

		bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan, perlu menyertakan modal kepada Bank Nagari;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Bank Nagari;



		

		

		

		



		Mengingat

		:

		1.

		Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



		

		

		

		



		

		

		2.

		Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);



		

		

		

		



		

		

		3.

		 (
4
. 
Undang-Undang
…
)Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);



		

		

		

		



		

		

		4.

		Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);



		

		

		

		



		

		

		5.

		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



		

		

		

		



		

		

		6.

		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



		

		

		

		



		

		

		7.

		Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



		

		

		

		



		

		

		8.

		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );



		

		

		

		



		

		

		9.

		Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



		

		

		

		



		

		

		10.

		Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



		

		

		

		



		

		

		11. 

		Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



		

		

		

		



		

		

		12.

		 (
1
3
.
 
Peraturan
…
)Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578; 



		

		

		13.

		Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



		

		

		

		



		

		

		14.

		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



		

		

		

		



		

		

		15.

		Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.



		

		

		

		



		Dengan Persetujuan Bersama



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN



DAN



BUPATI PADANG PARIAMAN



MEMUTUSKAN:





		Menetapkan

		:

		PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BANK NAGARI



		

		

		



		

		

		BAB III



		

		

		KETENTUAN UMUM



		

		

		

Pasal I



		

		

		Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2013, diubah sebagai berikut :



		

		

		1.

		Ketentuan Pasal 3 angka (3) huruf k diubah dan ditambahkan 4 (empat) huruf sehingga berbunyi sebagai berikut :



		

		

		

		a. Tahun 2013 sebesar Rp. 6.741.783.081,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu rupiah).

b. Tahun 2014 sebesar Rp. 7.614.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus empat belas juta rupiah)

c. Tahun 2015 sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)

d. Tahun 2016 sebesar Rp. 10.000.216.919,00 (Sepuluh milyar Dua Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah).



		

		

		

		e.  (
                    
rupiah
…
)Tahun 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah).



		

		

		

		f. Tahun 2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah).



		

		

		

		g. Tahun 2019 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah).



		

		

		

		



		

		

		Pasal 2



		

		

		

		



		Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.







		Ditetapkan di

		Parit Malintang



		pada tanggal

		                2016



		

BUPATI PADANG PARIAMAN,







ALI MUKHNI







		Diundangkan di

		Parit Malintang



		pada tanggal

		                    2016



		

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PADANG PARIAMAN,







JONPRIADI







LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/2016)
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